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BUPATI LAMPUNG SELATAN 

Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR J; TAHUN2007 

TENTANG 

PERATURAN DESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 

: a.	 bahwa untuk melaksanekan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 12 Tehan 2006 Tentang Peraturan 
Desa perlu diatur dengan PeraturanBupati 

b.	 bahwa sehubungan dengan maksud pads buruf a diatas 
dipandang perlu dltetapkan dengen Persturan Bupati Lampung 
Selatan. 

I.	 Undaag- Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapaa 
Undang-Undang Derurat Nomor 4 Tehan 1956, Undang-Undang 
Darurat Nemer 05 Tahun 1956, Undang-llndang Darural Nomor 
06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
tennasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I 
SumateraSelatansebagai Undang"Undang. 

2.	 Undang-Undang Nemer 10 Tehun 2004 rentang Pembentukan 
Pereturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Talum 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nemer 4389). 

3.	 Undang-Undang Noma' 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nemer 125 tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437 ). 

4.	 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 
Tahun 2005 tentang Pm>bahan alaS Undang-Undaag Nomor J2 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Republik 1OOooo.ia Nomor 4439), yang telah ditetapkan 
denganl.Indang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Taltun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lemb""'" Negara Republik IndonesiaNomor 4548 ). 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) 

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 29 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan 
Desa. 

7.	 Peraruran Daerah Kabupaten Lampung Selaran Nomor 12 Tahun 
2006 Tentang Peraturan Desa (Lembaran Daereh Kabupaten 
Lampung Selatan Nomnr 12 Tabun 2006). 



MEMUTUSKAN
 

Menetapkan PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TE1'ITANG 
PERATURAN DESA 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasall 

Dalam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dengan : 

a.	 Daerah adalah kesatuan masyarakat hukwn yang mempunyai betas Daerah 

tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

b.	 Pemerintah Daereh adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom 

yang lain sebagai BOOan Eksekutif'Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

c.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan 

d.	 Peraturan Bupati Lampung Selatan adalah peraturan yang mengatur tentang 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Taboo 

2006 tentang Peraturan Desa. 

c.	 Camat adalah sebagai Pcrangkat Dacrah Kabupaten Lampung Seletan 

f.	 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyaraket bukllm yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepcntingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal-usul dan edar-lstiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

g.	 Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lampung Selaran. 

h.	 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disingkat BPD, adaJab lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

I.	 Peraturan Desa adalah semua pernturan-peraturan, keputusan-keputuan yang telah 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan musyawarahlrapat dengan BPD 

serta telah mendapatkan persetujuan dan BPD. 

J.	 Keputusan BPO adalah keputusan bersama anggota BPD yang ditandatangani 

Ketua BPD merupakan basil rapat anggota BPD dan dikuatkan dengan notulen 

rapat yang dibuat olch sekretaris BPD. 

k,	 Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 

yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyamkat di Desa 



BABII 
TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal2 

Terbentuknya Peraturan Desa dalam rangka meningkatkan kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pernbangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan reformasi. 

Pasal3 

Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraruran Dcse untuk 

mclaksanakan roda pemerintahan dan otonomi desa yang memiliki produk hukum 

dengan memperbatikan peraruran penmdang-undangan yang Iebih tinggL 

BAB III 
JENIS PERATURAN DESA 

Pasal4 

(1) Peraturan Desa merupekan penjabaran lebih tanjul dan l'eraturan Dacran yang 

mengatur tentang pemerintahan desa. 

(2) Peraruran Dcsa sebagaimana dimaksud pada ayal I terdiri dari : 

a.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

b.	 Penetapan keberadaan Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

c.	 Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan anggota 

Badan Permusyawaratan Desa. 

d.	 Penetapan jumlah anggota BadanPermusyawaratan Desa, 

e.	 Pembentukan susunan Panitia Pemilihan Pencalonan dan Pemilihan Kepala 

Desa. 

f.	 Penetapan yang berhak mcnggunakan bak pilih dalam pemifihan Kepala Desa. 

g.	 Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, earn pemilihan dan 

biaya pclaksanaan pemiLihan K.epala Desa. 

h.	 Jenis dan besarnya penghasilen tunjangan, don penghasilan tambahan Kepala 

Desa danPerangkat Desa. 

1.	 Besarnya uang sidangltunjangan yang diterima anggota BPD. 

J.	 Keteruuan mengenai jenis-jenis pungutan Desa/sumber pendapatan Desa. 

k. Penetapan mengenai susunaa organisasi Pcmcrintah Desa. 

L Pcnetapan mengenai kerja-sama aatar Desa. 

m. Penetapan mengenai pembentukan, penghapusan, pemekaran dan atau 

penggabungan Desa. 

n. Pendirian Badan Usaha Milik Desa. 
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o. Peraturan Desa lainnya sesuai dengan masalah yang berkembang di Desa. 

BAD IV 
MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA 

Pasal5 

(1) Rancangan	 Peraturan Desa disusun oleh Pemerintah Dcsa dan atau Badan 

Perrnusyawaratan Desa. 

(1) Naskah rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada anggota BPD selambat

lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Badan Permusyawaratan Desa 

dilaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa. 

(3)	 Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan atau BPD 

dapat menghadirkan Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau Pihak-pihak terkait 

untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi 

Peraturan Desa tersebut. 

(4)	 Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa 

mengadakan rapat yang hams dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) 

dari jumlah anggota Badan Pennusyawaratan Desa, dan dianggap tidak sah 

apabila j urnlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang hedir kurang dan 

ketentuan tersebut. 

(5) ApabiLa rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan tidak sah, maka Kepala 

Desa dan pimpinan Badan Pennusyawaratan Desa meneutukan waktu untuk 

mengadakan rapat berikutnya. 

(6) Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam pembahasan Peraturan Desa dapat 

dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan pihak-pihak terkait 

yang ditunjuk oleh Kepala Dcse sebagai peninjau. 

(7) Pengambilan keputusan dalam penetapan Peraturan Desa dilaksanakan melalui 

musyawarahJmufakat. 

(8) Apabila	 dalam musyawarahlmufakat tidak mendapat kesepakatan yang bulat 

dapat diambil secara voting berdasarkan suara terbanyak. 

(9)	 Persetujuan pengesahan terhadap rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan 

Desa dituangkan daLam Berita Acara Rapat BPD. 

(10) Rancangan	 Peraturan Desa yang telah mendapalkan persetujuan Badan 

Pennusyawaratan Desa selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi 

Peraturan Ocsa. 

(II)	 Peraturan Desa yang telah ditetapkan tidak memerlukan pengesaban dati Bupati 

tetapi wajib melapork.ankepada Bupati melalui Camat. 
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BABV
 
BENTUK NASKAH pERATURAN DESA
 

Pasal6 

Bentuk naskah Peraturan Dcsa sebagairnana pada lampiran J Peraturan ini. 

BABVI
 
BENTUK NASKAH KEpUTUSAN BADAN pERMUSYAWARATAN DESA
 

Pasa) 7 

Bentuk naskah Keputusan Badan Perrnusyawaratan Desa sebagairnana pada 

lampiran II Peraturan ini. 

BABVII 
PEl"·HJTUP 

Pasal9 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai ketentuan 

pelaksanaannya akan diatur lebih Ianjut dengan Keputusan Bupati. 

PasallO 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan uu
 

dengan penempatannya dalam Berita Daerab Kabupaten Lampung Sclatan.
 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal I') _I' ~ 2007 

1 ANWAR 

Diundangkan di Kalianda 

pada tanggal l~ _, \ - 2007 

SEKRETAJUSDAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELAT~"l 

Drs~ H~A-:KI 
Pembina Utams Muda 
NIP. 010 079 089 

BERITA DAERAH KABUpATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN2007 NOMOR 

PARAF KllORD~ 

1. SEKWILDA Z.n 
2. ASISTEM I • 

3. 
I , 

s 

4. ~ I,V"., 
· 

5. j
• 

6. I \ 
7 BA6IAN HUKUrfo rf' I 



BAD .••••
 
KETENTUANPENUTUP
 

Pasal .....
 

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.
 

Agar setiap orang dapat mengetalnrinya, memerintahkan penguudangan Peraruran
 

Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 

Ditetapkan di . 

pada tanggal . 

KEPALA DESA . 

(NAMA JELAS.) 

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 
NOMOR 
TANGGAL 

: 
. . 

. 
. 

Diundangkan di: 

pada tanggal ; m.m 

. 

. 

SEKRETARIS DESA . 

<NAMA jELAS) 
Nip . 

Berita Daerah Nornor Tallon . 

V[':~~~RDlNAS '": 
n" ..... "-_·., .. I 
L; ",)l01!' .:. i 

:. ~-'- ' i ., I "I 
~, ! 

:;".1 ~ p....,d<\·1 ~I 
IS] '!
 

,
 

.0. 

6. 

7. BAGIAN HU~.UM 

._-. 

1,-_



Lampiraa II	 Peraturan Bnpati Lampung Selatan 
Nomor .?-, - Tabuo 2007 
Tan2IP:sl 1'2 -(\ - 2007 

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

NOMOR ..1. / ./ .
 

TENTANG
 

(Nama Keputusan BPDj
 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	 . 

Menimbang: a bahwa , ,..,	 " ,.., . 

..... , .." ..,	 ·, 

b. bahwa	 . 

.	 ...............................................................................................................,
 

c.	 bahwa . 

..............................................................................................................·, 

Mengingat : I. 

..............................................................................................................·,
 

2.	 . . 

..............................................................................................................,
 
3.	 dan seterusnya __ . 

MEMUTUSKAN :
 

Menetapkan
 

KESATIJ
 

KEDUA .. -- -- .
 

KETIGA
 

KEEMPAT
 

Ditetapkan di (Nama Desa) . 

pada tanggal ...~~..-;:..::•.~..?·.~t: .. 

,..','." ..• ;..•... BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 
: ;" f-~;';!"'-.? :'", ..", > .. , 

~. 

--'--"~-'----~' KETtIA, 
.. j	 i ['!=rfll'" ,,"
! '.~·~'I...nt- i~.J;.-',

'.--i--._-.'--f--n' 
',-.'jr·""-' ....· .. -·· I
L:'.I t10k,· ~-"... . 
1--	 i'~ ..._,"~~~' .1 (NAMAJELAS j
I~	 ! ,I 

~·~-ttAj it-- !,
• !

151 ! 
6. 

7 BAGIAN Hiil~UM I 
I 

LAMPUNG SELATAN 


